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ABSTRAK 
Dalam menjalankan kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Wajib Pajak yang 
menjalankan usaha penjualan kendaraan motor bekas harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak (PKP) sesuai dengan ketentuan mengenai pengusaha yang melakukan kegiatan usaha tertentu. 
Sebenarnya berkaitan dengan hal ini sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena 
Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, namun pada praktiknya masih banyak perbedaan 
persepsi antara petugas pajak dengan Wajib Pajak dalam menentukan kategori PKP yang dapat melakukan 
penerapan pedoman pengkreditan Pajak Masukan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
perbedaan persepsi antara petugas pajak dengan Wajib Pajak yang dapat mengakibatkan sengketa pajak 
disertai dengan contoh kasus. Dalam penelitian ini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, 
dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan contoh kasus yang diambil dalam penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa perbedaan persepsi antara petugas pajak dengan Wajib Pajak terjadi karena terdapat 
frasa semata-mata dalam Kriteria Kegiatan usaha tertentu yang terdapat di dalam peraturan menteri 
keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak belum memberikan kriteria 
kegiatan usaha yang jelas dalam bidang penjualan dan pembelian kendaraan bermotor bekas. 
Kata Kunci: Pengusaha Kena Pajak, Kriteria Tertentu, Sengketa Pajak, Pajak Pertambahan Nilai 
 
ABSTRACT 
In carrying out the obligation to collect Value Added Tax (PPN), Taxpayers who carry out the business of 
selling used motor vehicles must first be designated as Taxable Entrepreneurs (PKP) by the provisions 
concerning entrepreneurs conducting certain business activities. Actually, this matter has been explained 
in the Minister of Finance Regulation Number 79 / PMK.03 / 2010 concerning Guidelines for Calculation 
of Input Tax Crediting for Taxable Entrepreneurs Who Perform Certain Business Activities, but in 
practice there are still many differences in perceptions between tax officers and Taxpayers in determining 
PKP category that can implement the input tax crediting guidelines. This study aims to describe 
differences in perceptions between tax officers and taxpayers who can lead to tax disputes accompanied 
by case examples. In this study, the approach used is a qualitative approach, with a type of descriptive 
research. Based on the case examples taken in the study, it can be concluded that differences in 
perceptions between tax officers and taxpayers occur because there are only phrases in the criteria for 
certain business activities contained in the regulations of the finance minister. The results of the study 
indicate that the Directorate General of Taxes has not provided clear criteria for business activities in the 
field of sale and purchase of used motor vehicles. 
Keywords: Taxable Person, Specific Criteria, Tax Disputes, Value Added Tax 
 
PENDAHULUAN  
Dalam melakukan kegiatan usaha pasti 
akan berhubungan dengan pajak, termasuk pula 
industri otomotif baik yang melakukan penjualan 
kendaraan bermotor baru ataupun yang 
melakukan penjualan kendaraan bermotor bekas. 
Dari hal ini dapat diketahui bahwa tiap bisnis 
yang dilakukan akan sangat mempengaruhi 
penerimaan negara dikarenakan penerimaan dari 
sektor pajak merupakan sektor yang sangat 
berpengaruh dalam penerimaan negara. 
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, 
dapat dilihat bahwa penerimaan negara tiap 
tahunnya, penerimaan dari sektor pajak terus 
mengalami peningkatan dan telah memberikan 
banyak pengaruh terhadap APBN. 
Selain melakukan penjualan kendaraan 
bermotor baru banyak juga perusahaan otomotif 
di Indonesia yang melakukan penjualan 
kendaraan bermotor bekas. Mulai 1 April 2010, 
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terjadi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
yang harus dibayar. Naiknya pajak yang harus 
dibayar karena berubahnya Dasar Pengenaan 
Pajaknya. Sebelum Wajib Pajak yang 
menjalankan usaha penjualan kendaraan 
bermotor bekas menggunakan Dasar Pengenaan 
Pajak dalam menghitung PPN-nya, maka terlebih 
dahulu harus ditetapkan kategori dari Pengusaha 
Kena Pajak (PKP)-nya sesuai dengan ketentuan 
mengenai pengusaha yang melakukan kegiatan 
usaha tertentu. Sebenarnya berkaitan dengan hal 
ini sudah dijelaskan dalam peraturan menteri 
keuangan ataupun peraturan lainnya, namun pada 
praktiknya masih banyak perbedaan persepsi 
antara petugas pajak dengan Wajib Pajak dalam 
menentukan kategori PKP yang dapat melakukan 
penerapan pedoman pengkreditan Pajak 
Masukan tersebut. 
Perbedaan persepsi mengenai kriteria 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan berdampak 
langsung pada Dasar Pengenaan Pajak-nya. 
Akibatnya fiskus akan mencari celah kesalahan 
Wajib Pajak. Celah kesalahan Wajib Pajak 
tersebut dapat ditemukan pada kesalahan 
penghitungan karena kesalahan penggunaan atau 
penafsiran peraturan perpajakan. Hal inilah yang 
kemudian dijadikan alasan fiskus dalam 
mengoreksi penghitungan pajak menurut Wajib 
Pajak. Saat ditemukan perbedaan - perbedaan ini 
maka otoritas pajak berhak untuk melakukan 
upaya penagihan melalui surat ketetapan. 
Surat ketetapan yang diterbitkan oleh DJP 
dikirimkan kepada Wajib Pajak yang 
bersangkutan agar Wajib Pajak tersebut dapat 
menindak lanjuti isi dari SKP tersebut, apakah 
harus membayar ke kas negara lagi atau dapat 
menerima kelebihan pembayaran pajak. Namun, 
jika Wajib Pajak tidak sependapat dengan SKP 
yang diterbitkan oleh DJP maka Wajib Pajak 
berhak mengajukan keberatan atas SKP tersebut 
dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal 
dikirim SKP. Surat keberatan ini kemudian akan 
diproses oleh DJP untuk dipertimbangkan 
apakah akan diterima, ditolak, atau bahkan 
ditambahkan besarnya pajak yang masih harus 
dibayar. 
Isu terkait perbedaan persepsi mengenai 
kriteria Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang 
melakukan penjualan dan pembelian kendaraan 
bermotor bekas sudah muncul sejak 
diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 79/PMK.03/2010 pada 1 April 2010. Isu 
tersebut semakin berkembang sejak perusahaan 
Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dari 
salah satu merek otomotif menerapkan sistem 
Buy Back Guarantee untuk pembelian kendaraan 
bermotor yang sudah dijualnya di Indonesia. 
Sampai saat ini, Direktorat Jenderal Pajak belum 
mengeluarkan surat ataupun peraturan tambahan 
lainnya yang memperjelas penentuan kriteria 
kegiatan usaha pedagang eceran. Oleh karena itu, 
penelitian yang membahas tentang bagaimana 
perbedaan persepsi antara petugas pajak dengan 
Wajib Pajak dalam menentukan kategori PKP 
yang dapat melakukan penerapan pedoman 
pengkreditan Pajak Masukan  yang dapat 
mengakibatkan sengketa pajak perlu dilakukan. 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
menggambarkan pokok masalah perbedaan 
persepsi antara petugas pajak dengan Wajib 
Pajak dalam menentukan kategori PKP yang 
dapat melakukan penerapan pedoman 
pengkreditan Pajak Masukan, sehingga 
kedepannya kasus semacam ini dapat dihindari.  
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 Menurut Haula (2012), Pajak 
Pertambahan Nilai merupakan terjemahan dari 
Bahasa Inggris yaitu “value added tax”. Istilah 
ini bersumber dari Bahasa Perancis, yaitu dari 
kata added value tax. Pajak Pertambahan Nilai 
adalah Pajak atas Penjualan yang dikenakan 
beberapa kali (multiple stage levies). Pengenaan 
Pajak ini dikenakan berdasarkan adanya Nilai 
Tambah akibat adanya pertambahan nilai barang 
disetiap rantai jalur baik produksi maupun 
distribusi. 
 Pajak Pertambahan Nilai sejatinya adalah 
Pajak Penjualan yang dikenakan pada nilai 
tambah yang muncul di setiap jalur produksi dan 
distribusi. Yang disebut dengan nilai tambah 
adalah seluruh faktor produksi yang muncul di 
setiap jalur distribusi suatu produk seperti upah 
kerja, sewa, bunga termasuk seluruh biaya untuk 
memperoleh keuntungan.  
 Dalam bahasa Inggris, PPN dikenal 
sebagai Goods and Services Tax (GST) atau 
Value Added Tax (VAT). PPN merupakan jenis 
pajak tidak langsung, pajak tidak langsung 
adalah pajak yang disetor oleh pihak lain 
(penjual) yang bukan merupakan penanggung 
pajak. Penanggung pajak (konsumen akhir) tidak 
menyetorkan langsung pajak yang 
ditanggungnya. 
 Menurut Sukardji (2012), Legal Karakter 
atas Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia 
adalah: 
1. PPN Adalah Pajak Tidak Langsung 
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2. PPN Adalah Pajak Objektif 
Penentuan atas terhutangnya PPN 
ditentukan berdasarkan Objek Pajak. 
Sehingga keadaan Subjektif Subjek Pajak 
tidak menentukan timbulnya kewajiban 
perpajakan. 
3. PPN Bersifat Multi Stage Levy 
4. Perhitungan PPN Terutang untuk Dibayar 
ke Kas Negara Menggunakan Indirect 
Substraction Method 
5. PPN Bersifat Non Kumulatif 
6. PPN Menganut Tarif Tunggal (Single Rate) 
Sisi positif dari adanya penerapan tarif 
tunggal tersebut untuk kesederhanaan 
dalam pelaksanaan maupun dalam hal 
pengawasan. 
7. PPN Adalah Pajak Atas Konsumsi Dalam 
Negeri 
8. Tipe Konsumsi (Consumption Type VAT) 
 Menurut Sukardji (2012), Pengusaha 
Kena Pajak memiliki kewajiban sebagai berikut : 
1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
menjadi Pengusaha Kena Pajak 
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang 
3. Menyetorkan PPN yang masih harus 
dibayar dalam hal Pajak Keluaan lebih 
besar daripada Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan serta menyetorkan PPnBM 
yang terutang; dan 
4. Melaporkan penghitungan pajak 
(Mardiasmo, 2011). 
 Menurut Rosdiana, et.al (2011) istilah 
yang cukup banyak digunakan untuk mengacu 
PKP adalah taxable person. Istilah tersebut 
sering ditemukan di berbagai negara dan 
dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah 
person dalam arti Tax Payer. Person adalah pihak 
yang menerima taxable supply (penyerahan kena 
pajak). Hal ini sangat berbeda dengan istilah 
person responsible yang bukan tax payer, akan 
tetapi memiliki kewajiban untuk membayar dan 
memungut pajak. Di dalam undang-undang Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sendiri dicontohkan 
sebagai pemungut PPN yang kedudukannya 
belum tentu sebagai taxable person. 
 Menurut Komariah (2007) ada beberapa 
pengertian mengenai sengketa, baik pengertian 
dari sudut bahasa, tatanan hukum umum maupun 
dari perpajakan. Sengketa mempunyai konotasi 
negatif, yang disebabkan oleh perbuatan atau 
tindakan pihak-pihak yang terkait. Sengketa, 
perselisihan atau dispute diartikan sebagai 
“Question the truth or validity of a statement (a 
claim) a decision, that it had not been made in 
correct legal form.” Jika diterjemahkan secara 
bebas dapat diartikan sebagai pertanyaan atas 
kebenaran suatu klaim/tuntutan atau atas 
diberlakukannya keputusan yang dibuat tidak 
berdasarkan hukum atau perundang-undangan 
yang benar/tepat atau tidak proposional, yang 
diterapkan oleh yang berwenang. Dengan kata 
lain pejabat yang bersangkutan melakukan 
tindakan/perbuatan “penyalahgunaan wewenang” 
(misbruik van recht). Seperti ditulis oleh Hans 
Kelsen dalam “Pure Theory of Law” 
diterjemahkan oleh Muttaqien (2007), 
penyalahgunaan wewenang lebih disebabkan 
oleh hal-hal sebagai berikut: 
1. Tatanan hukum yang merupakan 
pertanggung jawaban berdasarkan 
kesalahan; 
2. Admninistrasi. 
 Jadi sengketa pajak adalah perbedaan 
pendapat antara petugas dengan penanggung 
pajak, pemungut pajak, pemotong pajak atau 
Wajib Pajak mengenai penerapan peraturan 
pajak. Dalam pengertian ini yang berbeda 
pendapat adalah : (1) penanggung pajak melawan 
petugas pajak; (2) Wajib Pajak melawan 
pemungut atau pemotong pajak; (3) pemungut 
atau pemotong paja melawan petugas pajak; (4) 
Wajib Pajak melawan petugas pajak. Sebelum 
terjadinya sengketa pajak, dalam rangka 
pengawasan atas kepatuhan para Wajib Pajak 
terhadap ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, otoritas pajak dapat melakukan 
pemeriksaan pada laporan pajak yang dibuat oleh 
Wajib Pajak atas dasar prinsip Self Assesment.  
 Karena dilakukan pemeriksaan, biasanya 
akan timbul perbedaan persepsi antara Wajib 
Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga 
terjadilah sengketa. Sengketa yang muncul 
karena ketidakpuasan Wajib Pajak terhadap 
keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak 
sehingga harus diupayakan penyelesaiaannya. 
Menurut Komariah (2007) pengertian keberatan 
dapat dibagi menurut kepentingannya, yaitu : 
1. Dalam arti umum adalah ungkapan lisan 
maupun tertulis tentang ketidaksetujuan, 
ketidakpuasan atau penolakan dari 
seseorang atau kelompok dalam masyarakat 
atas suata hal yang berasal dari tindakan 
seseorang atau badan hukum yang dianggap 
tidak dapat diterima atau tidak benar dan 
dirasa sebagai beban serta dianggap 
bertentangan dengan asas keadilan; 
2. Dalam arti hukum, keberatan merupakan 
salah satu hak yang diberikan Undang-
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Undang untuk Wajib Pajak dalam 
meningkatkan keseimbangan antara hak 
dan kewajiban serta manifestasi atas 
ketidaksetujuan atau penolakan masyarakat 
atau Wajib Pajak terhadap keputusan 
dibidang perpajakan. 
3. Dalam arti administrasi, keberatan 
merupakan suatu cara penyelesaian atas 
sengketa perpajakan atau sarana atau 
kemudahan yang diberikan oleh pemerintah 
kepada para Wajib Pajak untuk 
mendapatkan keadilan, dengan jalan 
menolak atau tidak menyetujui keputusan 
pejabat perpajakan. 
 Jadi menurut Komariah, Wajib Pajak bisa 
mengajukan permohonan keberatan atas 
ketidaksetujuan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat 
mengajukan permohonan keberatan hanya 
kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: 
1. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh 
pihak ketiga; 
2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil; 
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan; atau 
5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 
 Menurut Pudyatmoko (2009) sengketa 
pajak adalah sengketa yang terjadi antara 2 
subjek hukum, yakni disatu sisi adalah Wajib 
Pajak penanggung pajak yang berhadapan 
dengan pejabat yang berwenang. Disamping itu, 
pengenaan pajak didasarkan pada dua syarat 
yakni Subjek Pajak dan Objek Pajak. Untuk 
benar-benar menjadi Wajib Pajak harus 
memenuhi syarat subjektif dan objektif. 
 Timbulnya subjek sengketa pajak, adalah 
setelah adanya suatu putusan atau penetapan 
yang mewajibkan pembayaran atau hukuman 
tertentu telah ditimpakan kepada Wajib Pajak. 
Jadi adapun subjek sengketa pajak adalah para 
pihak yang bersengketa yaitu antara Wajib Pajak 
berlawanan dengan badan/pejabat administrasi 
(tata usaha negara) di bidang perpajakan. Objek 
sengketa pajak dapat disebut sebagai “ketetapan” 
dan dapat pula “keputusan”. Kriteria penetapan 
objek sengketa pajak menurut Marsuni (2006) 
adalah karena suatu sebab. Sebab yang dapat 
dijadikan kriteria penetapan Objek Sengketa 
Pajak adalah berupa perbuatan hukum, peristiwa 
hukum atau keadaan. Definisi mengenai objek 
sengketa pajak adalah bahwa yang menjadi objek 
sengketa pajak itu adalah suatu keputusan atau 
ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh aparatur 
pajak tetapi belum dapat direalisasikan 
dikarenakan terdapat upaya hukum yang dapat 
dilakukan atas hal tersebut. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 Dalam penelitian ini pendekatan yang 
dipakai adalah pendekatan kualitatif. Cresswell 
(2014) mendefinisikan studi kualitatif sebagai: 
“an aquiry process of understanding  a social or 
human problem, based on building acomplex, 
holistic picture, formed with words, reporting 
detailed views of informants and conducted in a 
natural setting“. Berkaitan dengan pendekatan 
kualitatif, Neuman (2013) mengatakan: ”data for 
qualitative researchers sometimes is in the form 
of numbers; more often it includes written or 
spoken words, actions, sounds, symbols, physical 
objects, or visual images (e.g., maps, 
photographs, videos, etc)”. Karena data pada 
penelitian kualitatif cenderung berupa keterangan 
yang tertulis maupun yang diucapkan, maka 
peneliti dalam penelitian kualitatif sebaiknya 
terlibat secara langsung dengan objek 
penelitiannya.  
 Jenis penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif, karena berkaitan dengan tujuan 
penelitian, yaitu mendeskripsikan perbedaan 
persepsi antara petugas pajak dengan Wajib 
Pajak yang dapat mengakibatkan sengketa pajak 
disertai dengan contoh kasus. Menurut Soejono& 
Abdurrahman (2005) penelitian deskriptif dapat 
diartikan dengan prosedur pemecahan masalah 
yang diselidiki dengan menggambarkan atau 
melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian 
pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 
tampak. Untuk mengumpulkan fakta-fakta 
tersebut,  dalam penelitian ini, peneliti 
mengumpulkan dan mempelajari data serta 
informasi yang didapat dari ketentuan peraturan 
perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai, 
buku perpajakan, jurnal perpajakan, serta data 
yang bersumber dari  perusahaan Agen Tunggal 
Pemegang Merk (ATPM) dari salah satu merek 
otomotif yang menerapkan sistem Buy Back 
Guarantee di Indonesia. Teknik pengumpulan 
data tersebut diharapkan dapat menjelaskan 
permasalahan penelitian ini secara objektif.  
 
HASIL DAN  PEMBAHASAN 
Pengusaha Kena Pajak  
 Menurut Sukardji (2012) pengertian dari 
Pengusaha dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf a dan huruf c sebagaimana dirumuskan 
dalam Pasal 1 angka 14 Undang Undang PPN 
Tahun 1984. Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah 
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dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang 
Undang PPN Tahun 1984 yang selanjutnya 
disempurnakan oleh adanya Pasal 2 ayat (1) PP 
Nomor 143 Tahun 2000. Berdasarkan Peraturan 
Dirjen Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 pengertian 
Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran sudah 
dijelaskan dengan rinci. 
 Kegiatan usaha mengandung pengertian 
dalam rangka kegiatan usaha sehari - hari 
pengusaha yang bersangkutan. Sebagai contoh, 
apabila suatu perusahaan yang kegiatan usahanya 
menghasilkan mebel namun ternyata perusahaan 
tersebut melakukan penyerahan sepatu, maka 
atas penyerahan sepatu tersebut tidak dapat 
dikenakan PPN. Hal ini dikarenakan penyerahan 
sepatu tersebut dilakukan tidak dalam rangka 
kegiatan usahanya sebagi pengusaha industri 
mebel. Namun, apabila kegiatan penyerahan 
sepatu dilakukan secara terus-menerus maka hal 
yang terjadi adalah perusahanan ini dapat 
dikatakan melakukan kegiatan usaha yakni 
pedagang sepatu selain pabrikan mebel sehingga 
atas penyerahan sepatu yang dilakukan oleh 
perusahaan tersebut dapat dikenakan PPN. 
 
Perlakuan Pengusaha Kendaraan Bermotor 
Bekas Sebelum dan Sesudah Berlakunya 
PMK 79/PMK.03/2010 
 Sebelum April 2010 Pengusaha 
Kendaraan Bermotor Bekas menggunakan skema 
Nilai lain sebagaimana diatur dalam Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.02/2000 Jo 
251/KMK.03/2002 dalam menentukan jumlah 
Pajak terutang, adapun Dasar Pengenaan Pajak 
Nilai Lain berdasarkan pasal 2 huruf g 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
251/KMK.03/2002 adalah 10% dari harga jual, 
sehingga Pajak yang terutang adalah 10% x 
(10% x Harga Jual). Dengan kata lain tarif 
efektif untuk transaksi penyerahan mobil bekas 
adalah 1% dari Harga Jual. Pada April 2010 
menteri keuangan mengelurakan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 
tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan 
Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak 
Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tetentu, 
dengan keluarnya peraturan ini pengusaha 
kendaraan bermotor bekas tidak lagi 
menggunakan skema nilai lain untuk 
menentukan jumlah Pajak yang terutang, namun 
beralih ke pedoman pengkreditan Pajak 
Masukan. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri 
keuangan Nomor 79/PMK.03/2010, pajak 
terutang yang harus disetor Pengusaha 
Kendaraan Bermotor bekas dapat di ilustrasikan 
sebagai berikut: 
Pajak Keluaran = 10% x Harga jual 
Misal (10% x 100.000) = 10.000 
Pajak Terutang = Pajak keluaran - Pajak 
Masukan 
= 10.000 - (90% dari Pajak keluaran) 
= 10.000 - (90% x 10.000) 
= 10.000 - 9.000 
= 1.000 
 Dengan kata lain Pajak terutang atas 
Kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari 
harga jual, namum hanya 1% yang disetor ke kas 
Negara 9%nya diasumsikan sebagai Pajak 
Masukan. 
 
Temuan di Lapangan 
 PT ABC terdaftar di Kantor Pelayanan 
Pajak Penanaman Modal Asing Tiga sejak tahun 
2006 dengan klasifikasi lapangan usaha (KLU) ; 
45101 - perdagangan mobil baru. PT ABC 
merupakan bagian dari grup perusahan luar 
negeri di Indonesia yang berdiri di Indonesia 
sejak tahun 1969. Tujuan pendirian perusahaan 
ini adalah untuk melakukan kegiatan usaha 
Perdagangan Besar Mobil Baru, Perusahaan ini 
dalam menjalankan kegiatan usaha berlokasi di 
Jakarta, selain itu perusahaan ini juga 
mempunyai gudang dan showroom yang 
berlokasi di Tangerang. Kegiatan usaha 
perusahaan ini adalah mendistribusikan dan 
memasarkan kendaraan bermotor jenis truk dan 
bus. Dalam hal ini perusahaan bertindak sebagai 
Distributor Utama untuk memenuhi permintaan 
Dealer yang telah ditunjuk ataupun konsumen 
terakhir. 
 PT ABC merupakan Agen Tunggal 
Pemegang Merk (ATPM) dari salah satu merek 
otomotif. Produk PT ABC antara lain bus, truk 
dan kontainer. PT ABC menerapkan sistem Buy 
Back Guarantee untuk pembelian truk, kontainer 
dan bus. 
 Dalam menjalankan bisnis PT ABC 
memberikan “buy back guarantee” kepada 
konsumen, dengan kondisi PT ABC akan 
membeli kembali kendaraan bekas dari 
konsumen setelah melewati batas waktu tertentu, 
untuk kemudian dijual kembali. Sehingga PT 
ABC menjalankan bisnis yaitu penjualan 
kendaraan bekas dan juga melakukan penjualan 
kendaraan baru. Berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 PT ABC 
juga dianggap tidak termasuk dalam kriteria 
pengusaha tertentu, sehingga PT ABC 
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diharuskan memakai mekanisme umum. 
Sementara PT ABC tidak mendapatkan faktur 
Pajak Masukan atas pembelian kembali 
kendaraan bekas dari pelanggannya karena 
sistem buy back guarantee tersebut. 
 Akibat perbedaan kriteria pengusaha 
tertentu maka timbulah perbedaan persepsi 
antara PT ABC dan Direktorat Jenderal Pajak 
yang berdampak pada timbulnya sengketa pajak. 
Selain itu, hal ini akan menimbulkan perubahan 
atas perlakuan PPN bagi pengusaha kendaraan 
bermotor bekas seperti pada PT ABC. Adapun 
implikasi perbedaan persepsi atas perubahan 
kebijakan perlakuan PPN bagi pengusaha 
kendaraan bermotor bekas pada PT ABC adalah 
sebagai berikut: 
1. Perubahan definisi Taxable Person 
Selama ini PT ABC menggunakan skema 
nilai lain dalam pengitungan PPNnya 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 567/KMK.04/2000 Jo 
251/KMK.03/2002 tanpa dibatasi oleh 
syarat-syarat tertentu, namun pada April 
2010 keluarlah Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 tentang 
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak 
Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang 
Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu. 
Berdasarkan pasal 1 angka 4 
79/PMK.03/2010 “Kegiatan Usaha Tertentu 
adalah kegiatan usaha yang semata-mata 
melakukan : 
a. penyerahan kendaraan bermotor bekas 
secara eceran; atau 
b. penyerahan emas perhiasan secara 
eceran.” 
Berdasarkan pasal 7 ayat (2) 
79/PMK.03/2010, PT ABC menjadi tidak 
termasuk dalam kriteria PKP yang 
melakukan kegiatan usaha tertentu karena 
PT ABC dianggap tidak semata-mata 
melakukan penyerahan kendaraan bermotor 
bekas secara eceran, karena PT ABC juga 
melakukan penyerahan kendaraan baru, dan 
Peredaran usaha PT ABC melebihi 
Rp.1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus 
juta rupiah), sehingga PT ABC diharuskan 
memakai mekanisme umum. 
2. Perubahan Tarif Efektif PPN 
Dengan berubahnya definisi Taxable 
Person mengakibatkan perubahan tarif 
efektif PPN dari 1% ke 10% karena PT 
ABC tidak masuk dalam dalam kriteria 
PKP yang melakukan kegiatan usaha 
tertentu dan PT ABC tidak lagi dapat 
menggunakan mekanisme nilai lain dalam 
penghitungan PPN-nya. Hal ini berpotensi 
mengakibatkan naiknya harga penjualan 
kendaraan bekas di PT ABC, meskipun 
PPN tersebut tidak ditanggung PT ABC dan 
ditanggung oleh konsumen. Hal tersebut 
dapat mengakibatkan harga jual kendaraan 
bekas di PT ABC tidak dapat bersaing 
dengan pengusaha kendaraan bekas lainnya, 
terlebih lagi pengusaha kendaraan bekas 
yang tidak memungut PPN (non-PKP). 
 Menurut Fiskus, terdapat koreksi 
penyerahan yang PPN-nya harus dipungut 
sendiri yang merupakan koreksi atas Penyerahan 
Kendaraan Bekas. Wajib Pajak telah melaporkan 
DPP atas Penjualan Kendaraan Bekas sebesar 
10% x harga jual dan PPN sebesar 1% dari harga 
jual. PKP yang dapat menerapkan PPN sebesar 
1% dari DPP harus merupakan PKP yang 
melakukan kegiatan usaha tertentu. Oleh karena 
itu, harus dilihat dasar hukum yang mengatur 
tentang Kegiatan Usaha Tertentu dan perlakuan 
PPN nya. Berdasarkan Pasal 1 PMK-
79/PMK.03/2010 Angka 4, Kegiatan Usaha 
Tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-
mata melakukan: 
1. Penyerahan kendaraan bermotor bekas 
secara eceran; atau 
2. Penyerahan emas perhiasan secara eceran 
Penyerahan kendaraan bekas menggunakan 
DPP Harga Jual, bukan Nilai Lain, PMK-
79/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain 
sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang 
menggantikan KMK-567/KMK.04/2000 jo. 
KMK-251/KMK.03/2002, tidak lagi 
mencantumkan Nilai Lain untuk kendaraan 
bermotor bekas dalam positive list Nilai 
Lain sebagaimana tercantum pada Pasal 2 
PMK- 79/PMK.03/2010.  
 Sehingga menurut fiskus, Wajib Pajak 
tidak memenuhi kriteria PKP yang melakukan 
Kegiatan Usaha Tertentu seperti hal diatas 
tersebut kerena kegiatan utama Wajib Pajak 
adalah Perdagangan Besar Mobil Baru. 
Walaupun persentase penjualan kendaraan 
(bus/truk) bekas sebesar hampir 40% dari total 
peredaran usaha Wajib Pajak, namun Wajib 
Pajak bukan merupakan PKP yang semata-mata 
melakukan penyerahan kendaraan bermotor 
bekas secara eceran, seperti yang disyaratkan 
pada Pasal 1 PMK- 79/PMK.03/2010 angka 4. 
 
SIMPULAN 
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PT ABC dalam usaha penjualan 
kendaraan bermotor bekasnya menerapkan 
sistem buy back guarantee kepada pelanggannya. 
Dikarenakan bisnis yang dijalankan oleh PT 
ABC adalah bisnis penjualan kendaraan bekas 
dan juga penjualan kendaraan baru maka 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
79/PMK.03/2010 PT ABC juga dianggap tidak 
termasuk dalam kriteria pengusaha tertentu, 
walaupun persentase penjualan kendaraan 
(bus/truk) bekas sebesar hampir 40% dari total 
peredaran usaha PT ABC. PT ABC dianggap 
bukan merupakan PKP yang semata-mata 
melakukan penyerahan kendaraan bermotor 
secara eceran, seperti yang disyaratkan oleh 
Pasal 1 PMK- 79/KMK.03/2010 Angka 4 
sehingga PT ABC diharuskan memakai 
mekanisme umum. Akibat dari perbedaan 
kriteria pengusaha tertentu antara PT ABC dan 
fiskus, maka fiskus telah melakukan penetapan 
Dasar Pengenaan Pajak yang berbeda dengan 
Dasar Pengenaan Pajak yang telah dilaporkan 
oleh PT ABC atas SPT Masa PPN-nya.  
Kriteria Kegiatan usaha tertentu dalam 
PMK 79/2010 terdapat frasa semata-mata. Dari 
frasa tersebut Direktorat Jenderal Pajak dapat 
lebih memperjelas kriterianya baik dengan 
mengeluarkan surat ataupun peraturan tambahan 
lainnya sehingga tidak menyebabkan 
ketidakpastian hukum yang dialami pengusaha 
kendaraan bermotor bekas dalam menentukan 
kriteria kegiatan usahanya. 
Sebaiknya PT ABC melakukan 
pemecahan kewajiban perpajakan atas transaksi 
penjualan kendaraan bermotor bekas dan 
kendaraan bermotor baru dengan cara membuat 
anak perusahaan agar memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP) terpisah untuk penyerahan 
kendaraan bermotor baru dan juga penyerahan 
kendaraan bermotor bekas agar dalam hal 
penyerahan kendaraan bermotor bekas termasuk 
dalam Kriteria Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 79/PMK.03/2010. 
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